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Abstrak

Pemerintah akan menyusun kebijakan tentang pengembangan super hub di Indonesia dengan menentukan rencana lokasi di Provinsi Bali,
Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan super hub transportasi udara meliputi pengembangan bandar udara
sebagai pusat (hub) yang memiliki jaringan konektivitas yang luas serta menciptakan kawasan super hub transportasi yang tidak hanya fokus
pada bandar udara, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kawasan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan masukan terhadap konsep kebijakan super hub ditinjau dari aspek regulasi dan potensi wilayah serta kesiapan bandar udara di
wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang
digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang bersumber dari observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perencanaan pada tiga wilayah super hub telah didukung oleh kawasan pengembangan kegiatan ekonomi wilayah termasuk moda
transportasi udara dimana sebagian besar wilayah ini telah memenuhi kriteria melayani kawasan strategis nasional dan internasional,
melayani jaringan pelayanan dan konektivitas yang luas, memenuhi kriteria pelayanan fasilitas dan dimungkinkan untuk dikembangkan
sebagai bandar udara super hub, serta melayani angkutan logistik dan penumpang nasional dan internasional. Bandar Udara | Gusti Ngurah
Rai di Bali dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara memiliki potensi dan kesiapan yang lebih tinggi dengan fasilitas bandar
udara yang memadai dibandingkan dengan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan dan Bandar Udara Aji Pangeran
Tumenggung Pranoto di Samarinda yang masih membutuhkan perbaikan ke depannya.

Kata kunci: bandar udara, kargo, kebijakan transportasi udara, super hub.

Abstract

Analysis of the Potential and Readiness for the Implementation of the Air Transportation Super Hub Policy in Indonesia: A Case Study
of Bali, East Kalimantan, and North Sulawesi Provinces: The government will formulate a policy on the development of super hubs in
Indonesia by determining the location plan in Bali Province, East Kalimantan Province and North Sulawesi Province. The air transportation
super hub policy includes the development of airports as centers (hubs) that have extensive connectivity networks and creating transportation
super hub areas that not only focus on airports, but also have an important role in supporting the development of strategic areas. This study
aims to provide input on the concept of a super hub policy reviewed from the regulatory and regional potential aspects as well as the
readiness of airports in the region. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data
used include primary data and secondary data sourced from observation and documentation. The results of the study indicate that planning
in the three super hub areas has been supported by the economic activity development area including air transportation modes where most
of these areas have met the criteria for serving national and international strategic areas, serving extensive service and connectivity
networks, meeting the criteria for facility services and are possible to be developed as super hub airports, as well as serving national and
international logistics and passenger transportation. | Gusti Ngurah Rai Airport in Bali and Sam Ratulangi Airport in North Sulawesi have
higher potential and readiness with adequate airport facilities compared to Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport in Balikpapan and Aji
Pangeran Tumenggung Pranoto Airport in Samarinda which still need improvement in the future.

Keywords: airport, air transport policy, cargo, super hub.

1. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor angkutan udara di Indonesia, pengembangan kapasitas
bandar udara menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pesawat, penumpang, dan
kargo. Perkembangan bandara saat ini mengalami kemajuan pesat, baik dalam jumlah maupun peran,
sehingga menjadi elemen penting dan krusial bagi perekonomian regional [1]. Penggambaran jaringan
rute transportasi udara yang menghubungkan penerbangan langsung antar ibukota provinsi secara
keseluruhan sangatlah kompleks [2]. Pemerintah telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan
kapasitas bandar udara melalui strategi pembangunan, pengoperasian, pemanfaatan, dan pengembangan
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bandar udara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran bandar udara dan memastikan bahwa bandar
udara ini memiliki kapasitas yang sesuai dengan hierarki bandar udara yang telah ditetapkan serta tahapan
pengembangannya. Konektivitas transportasi udara yang baik, terutama antar pulau, akan meningkatkan
aksesibilitas antar pulau, memudahkan kegiatan pariwisata dan edukasi, serta memperlancar akses ke
fasilitas kesehatan [3]. Sesuai Tatanan Kebandarudaraan Nasional [4], hierarki bandar udara terdiri atas
Bandar Udara Pengumpul (Hub) dan Bandar Udara Pengumpan (Spoke). Bandar Udara Pengumpul
adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang
melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi
secara nasional atau berbagai provinsi. Sedangkan bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang
mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. Bandar Udara
Pengumpul ini kemudian dibagi menjadi Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan primer,
sekunder, dan tersier berdasarkan kriteria khusus yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, beberapa bandar udara pengumpul primer memiliki keunggulan dalam hal letak
geografis, jaringan konektivitas rute, potensi intermoda dan antarmoda, serta fungsi strategis
dibandingkan bandar udara pengumpul lainnya. Hal ini menciptakan peluang untuk pengembangan
"kawasan super hub transportasi” yang tidak hanya terfokus pada bandar udara dan tidak hanya diukur
berdasarkan jumlah penumpang. Namun, peran pentingnya terletak pada dukungannya terhadap
pengembangan kawasan strategis dengan jaringan konektivitas internasional yang kuat, serta mendukung
rantai pasok logistik nasional melalui konektivitas intermoda dan antarmoda dalam transportasi. Dalam
sektor transportasi darat, perencanaan transport hub merupakan alternatif kawasan berorientasi transit
yang mengintegrasikan berbagai jalur angkutan umum dengan berbagai pola aktivitas pengguna, sesuai
dengan konsep kawasan transit. Desain transport hub sebagai zona transportasi didasarkan pada
aksesibilitas dan sirkulasi bagi para pengguna, kenyamanan psikologis pejalan kaki terhadap bangunan,
serta penataan vegetasi di dalam dan sekitar bangunan [5]. Masalah logistik nasional menunjukkan bahwa
transportasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan biaya logistik di Indonesia sangat tinggi dan
kurang kompetitif, yang kemudian berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk transformasi
ekonomi nasional. Mengingat luasnya geografi Indonesia, memperbaiki konektivitas logistik melalui
jaringan transportasi yang memadai memerlukan investasi besar serta pendekatan yang terkoordinasi. Hal
ini penting agar jaringan transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah dan
meningkatkan akses bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolasi [6]. Memperhatikan berbagai
program dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah, terlihat betapa pentingnya investasi dan daya saing
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia [7]. Program yang direncanakan
termasuk optimalisasi peran bandara sebagai Terminal Hub Kargo Internasional, peningkatan kapasitas
dan pelayanan bandar udara, serta peningkatan peran bandar udara perintis sebagai hub kargo domestik
di daerah pedalaman [8]. Tugas penanganan kargo tidak hanya melibatkan pengiriman kargo, tetapi juga
mencakup kewajiban untuk menjamin dan melindungi keamanan kargo dari saat diterima hingga pesawat
yang mengangkutnya lepas landas [9]. Dalam melayani kargo udara, perusahaan maskapai akan berusaha
memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memiliki peralatan Ground Support Equipment (GSE) atau
menyewa GSE dari perusahaan lain untuk pelayanan barang kargo mereka [10]. Faktor-faktor yang
menyebabkan penurunan penjualan kargo meliputi tarif pengiriman, biaya tidak langsung, infrastruktur,
peraturan, kondisi klimatologis, keamanan, aksesibilitas, permintaan dari dan ke tujuan, pesaing, operator
logistik, kualitas layanan, teknologi penanganan, teknologi pergudangan, teknologi penerbangan,
teknologi keamanan, emisi polusi, tenaga kerja berkualitas, jadwal operasional bandara, dan promosi
kargo udara [11]. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pelabuhan terpadu dan jaringan bandar
udara terpadu sebagai penghubung pembangunan menjadi prioritas utama. Pembangunan infrastruktur
yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital, sangat
penting untuk mendorong perekonomian, terutama dalam kegiatan perdagangan, pendidikan, dan
kesehatan [12]. Potensi pasar dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, serta
kebutuhan akan mobilitas barang yang cepat dan andal, telah menyebabkan pengiriman barang melalui
udara menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, pengembangan angkutan barang lewat udara menjadi
sangat penting untuk mendukung sistem logistik nasional [13].
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Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia [14], maka pemerintah akan
menyusun kebijakan tentang pengembangan pengumpul utama (super hub) di Indonesia dengan
mengusulkan lokasi pengumpul utama (super hub) pada tiga lokasi/kawasan yaitu Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Keberadaan bandar udara super hub tersebut diharapkan
akan melayani berbagai kebutuhan, termasuk konektivitas wilayah (sebagai akses ke ibu kota baru),
konektivitas pariwisata (sebagai pintu masuk bagi turis mancanegara), dan konektivitas logistik (global
supply chain) [15]. Dalam hal ini, pemerintah akan menyiapkan dan menyusun regulasi kebijakan secara
mendetail mengenai konsep super hub ini. Oleh karena itu, kebijakan pengumpul utama super hub pada
wilayah/kawasan yang ditunjuk ini memerlukan kesiapan regulasi dan dukungan fasilitas penunjang yang
memadai guna menunjang pengembangan kawasan.

Konsep hub dan super hub bandar udara nasional didasarkan pada konsep transportasi udara yang
diarahkan pada dukungan terhadap sektor produksi strategis melalui transportasi udara [16]. Selain
dukungan terhadap sektor produksi strategis transportasi udara juga diarahkan untuk mendorong
permintaan sektor pariwisata melalui stimulus dan peningkatan kepercayaan publik serta memastikan
konektivitas yang kuat di wilayah nasional. Konsep hub dan super hub meliputi pengembangan bandar
udara sebagai pusat (hub) yang memiliki jaringan konektivitas yang luas serta menciptakan kawasan
super hub transportasi yang tidak hanya fokus pada bandar udara, tetapi juga memiliki peran penting
dalam mendukung pengembangan kawasan strategis. Selain itu konsep optimalisasi bandar udara
internasional juga penting bertujuan untuk mendukung tujuh pilar negara, yaitu ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bandar udara super hub adalah sebuah bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan primer (primary hub airport) yang memenuhi tiga kriteria tertentu
yang mendukung pelayanan transportasi udara di tingkat domestik maupun internasional [16]. Kriteria-
kriteria tersebut meliputi letak geografis di kawasan strategis. yang digambarkan melalui wilayah yang
melayani Kawasan Strategis Nasional seperti pariwisata, industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
serta aspek geopolitik dan geostrategis lainnya, memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan
Ibu Kota Negara (IKN), mendukung sektor produksi strategis nasional, serta terletak di kawasan yang
memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, yang menarik bagi investor. Kriteria lainnya adalah
memiliki jaringan pelayanan dan konektivitas nasional dan internasional yang luas meliputi pelayanan
terhadap jaringan dan rute penerbangan yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional yang
berfungsi sebagai titik transfer dan/atau transit, serta mendukung rantai pasok logistik nasional menuju
terwujudnya global supply chain dimana dalam hal ini bandar udara berfungsi sebagai bandar udara
transshipment kargo baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan dukungan konektivitas ke
pelabuhan utama terdekat berfungsi sebagai bandar udara transshipment kargo, hal ini juga akan
mendukung jaringan logistik nasional untuk mengurangi disparitas harga serta menghubungkan antara
jembatan udara dan tol laut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji potensi dan kesiapan penerapan kebijakan
super hub transportasi udara di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana potensi
dan kesiapan transportasi udara dalam penerapan kebijakan super hub di Indonesia. Ruang lingkup
penelitian difokuskan pada tiga wilayah yang diusulkan yaitu Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur
dan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kesiapan penerapan
kebijakan super hub pada Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara
sehingga dapat memberikan rekomendasi penerapan kebijakan super hub ditinjau dari aspek potensi
wilayah serta kesiapan bandar udara di wilayah tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat selama
ini analisis potensi dan kesiapan penerapan kebijakan super hub di wilayah Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara belum pernah dilakukan baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen
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kunci, dengan teknik pengumpulan data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna
[17]. Ruang lingkup kajian meliputi potensi dan kesiapan penerapan kebijakan super hub transportasi
udara yang ditinjau dari aspek regulasi serta potensi dan kesiapan wilayah termasuk bandar udara pada
tiga lokasi yang dikaji yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Bali untuk
mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi kajian.

2.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi yang
digunakan adalah metode observasi tidak terstruktur, dimana peneliti melakukan pengamatan bebas,
mencatat hal-hal yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian menyimpulkan penelitian [17] . Data
primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengkonfirmasi atau
memverifikasi data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Sementara itu, data sekunder
dikumpulkan melalui literatur pustaka dan dokumen terkait, meliputi data Provinsi Kalimantan Timur
Dalam Angka 2020 [18], Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020 [19] dan Provinsi Bali Dalam
Angka 2020 [20] dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Angkutan Udara Tahun 2020 [21] dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan peraturan terkait sistem logistik nasional [8] dikarenakan
data tersebut dapat menunjukkan perkembangan/potensi ekonomi dan transportasi kawasan-kawasan
penerapan kebijakan super hub yang relevan dengan penelitian ini.

2.2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.
Setelah itu, dilakukan pemilihan, penyederhanaan, dan ringkasan data mentah yang telah dikumpulkan
sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dan informasi tersebut disajikan dalam bentuk
uraian singkat atau narasi yang disusun secara sistematis guna mempermudah penarikan kesimpulan.
Tahap terakhir adalah verifikasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan yang telah
dilakukan.

2.3. Analisis Data

Data yang ada dalam penelitian ini perlu menjalani proses analisis sebelum dapat disimpulkan.
Analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh
melalui pengumpulan data, dengan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori yang relevan,
memerinci data menjadi unit-unit yang lebih spesifik, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola-pola,
serta memilih elemen yang penting untuk dipelajari. Tujuan dari analisis ini adalah agar data dapat
dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun orang lain yang membaca hasil penelitian. Penelitian ini
menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan
deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep kebijakan super hub mengarah kepada pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan
dukungan infrastruktur dan fasilitas transportasi, sehingga perlu diatur dengan jelas dalam regulasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "super” memiliki arti “sangat™ atau "lebih tinggi*,
sehingga istilah super hub dapat diartikan sebagai "hub yang sangat penting" atau "hub yang lebih tinggi
dalam hierarki”. Dalam sektor transportasi udara, terdapat hierarki bandar udara yang terdiri dari
Pengumpul (Hub) dan Pengumpan (Spoke). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional disebutkan bahwa Bandar Udara Pengumpul (Hub)
adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang
melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi
secara nasional. Sementara itu, Bandar Udara Pengumpan (Spoke) adalah bandar udara yang mempunyai
cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. Bandar Udara Pengumpul (Hub)
dikelompokkan menjadi tiga skala pelayanan, yaitu skala primer, sekunder, dan tersier, berdasarkan
kriteria khusus yang ditetapkan. Hal yang serupa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13
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Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

Jika merujuk pada wacana yang telah berkembang pada rencana super hub pelabuhan yang dikaitkan
dengan transshipment logistic atau transshipment port di sektor transportasi laut, maka jika konsep ini
diadopsi ke dalam konsep pengembangan super hub di sektor transportasi udara maka konsep ini akan
menunjuk kepada transshipment logistic pada kargo udara. Pengembangan sistem logistik nasional telah
diatur dalam Perpres 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dimana
pemerintah telah membagi rencana aksi pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dalam 3
(tiga) tahap yaitu tahap pertama (2011-2015), tahap kedua (2016-2020) dan tahap ketiga (2021-2025)
dengan target Pelabuhan Hub Laut Internasional dan Pelabuhan Hub Udara Internasional telah beroperasi
secara penuh di tahap akhir (2021-2025) dengan kegiatan utama pengembangan Pelabuhan Hub Laut
Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung serta Pelabuhan Hub Udara Internasional di Jakarta,
Kualanamu dan Makassar.

Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan pengembangan logistik nasional dalam Perpres 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Upaya untuk
memperkuat sistem logistik difokuskan pada meningkatkan efisiensi distribusi nasional guna
memperlancar pergerakan barang dan jasa antarwilayah. Hal ini dilakukan dengan melengkapi
infrastruktur dan fasilitas yang mendukung efisiensi distribusi dan logistik, antara lain melalui
pembangunan Pusat Logistik Berikat, pengembangan Ekosistem Logistik Nasional, dan peningkatan
kualitas pasar rakyat melalui perbaikan tata kelola, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasar,
dan pemanfaatan teknologi digital. Peningkatan sistem logistik juga bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi perdagangan internasional melalui percepatan arus barang impor dan ekspor dengan menerapkan
integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua Kementerian/Lembaga terkait melalui sistem
Indonesia National Single Window/ INSW.

Beberapa peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya mencakup kebijakan terkait Pelabuhan Hub
atau Bandar Udara Hub. Penetapan hub dalam konteks ini terkait dengan pengembangan bandar udara
hub yang berperan dalam mendukung sistem logistik nasional. Namun, berdasarkan hierarki bandar
udara, bandar udara hub merupakan bandar udara yang memberikan layanan yang luas dari berbagai
bandar udara lainnya, melayani jumlah penumpang dan/atau kargo yang besar, serta berdampak pada
perkembangan ekonomi nasional. Implementasi konsep kebijakan super hub transportasi udara perlu
didukung oleh regulasi yang saling terkait sehingga dapat menghasilkan satu konsep kebijakan super hub
yang menyeluruh, termasuk definisi, ruang lingkup, kegiatan utama, dan rencana pengembangan super
hub di masa depan.

Selain kesiapan regulasi, keberhasilan konsep kebijakan super hub juga bergantung pada potensi dan
kesiapan wilayah dalam menerapkannya. Ini mencakup kesiapan dan potensi wilayah dalam hal aspek
ekonomi, pengembangan kawasan, serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi udara yang
memadai untuk mendukung implementasi kebijakan super hub tersebut.

Dalam rangka implementasi kebijakan super hub, pemerintah telah mengusulkan tiga lokasi prioritas
yang akan dikembangkan, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk mengetahui potensi dan kesiapan masing-masing lokasi dalam mendukung implementasi kebijakan
super hub transportasi udara, akan dibahas secara rinci mengenai ketiga wilayah tersebut.

3.1. Provinsi Bali

Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Nusa Penida, Nusa
Lembongan, Nusa Ceningan, Serangan, dan Menjangan. Wilayah Provinsi Bali memiliki luas 5.780,06
km? dan terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali selama 3 tahun
terakhir mengalami fluktuasi (Tabel 1), dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,63% dan
rata-rata pertumbuhan tahun 2017-2019 sebesar 5,85% per tahun. Nilai ekspor rata-rata tahun 2017-2019
adalah 574,69 juta US$ per tahun, sedangkan nilai impor rata-rata adalah 219,74 juta US$ per tahun [21].
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Pengembangan sektor transportasi di Provinsi Bali akan mendukung pengembangan wilayah sekitarnya,
terutama dalam sektor pariwisata. Dukungan wilayah yang penting adalah pengembangan Kawasan
Ekonomi Sanur dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang merupakan zona
pariwisata prioritas yang dikembangkan secara nasional.

Tabel 1. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2017 s.d 2019

Rincian Satuan/Unit 2017 2018 2019
PDRB Harga Berlaku miliar rupiah 213.035,86 233.791,86 252.597,50
PDRB Harga Konstan 2010 miliar rupiah 144.933,31 154.109,80 162.783,94
Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,56 6,35 5,63
PDRB Per Kapita Harga Berlaku juta rupiah 50,17 54,47 58,24
Inflasi Denpasar % 3,31 3,40 2,37
Ekspor juta/milion US$ 536,54 595,84 591,68

juta ton 93,46 80,74
Impor juta/milion US$ 124,43 267,24 267,56

juta ton 19,07 21,21
Wisatawan Asing orang 5.697.739 6.070.473 6.275.210
Sumber : [20]

Pengembangan kebijakan super hub khususnya untuk logistik nasional perlu di dukung oleh sektor
transportasi udara yang memadai. Bandar Udara | Gusti Ngurah Rai yang dikelola oleh PT Angkasa Pura
I (Persero) menjadi salah satu prasarana penting dalam pelayanan transportasi udara di wilayah ini. Untuk
mendukung pengembangan logistik di wilayah ini maka sesuai Tatanan Kebandarudaraan Nasional,
Bandar Udara | Gusti Ngurah Rai ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional untuk pelayanan
pesawat udara khusus kargo untuk mendukung kebijakan Asean Open Sky. Bandar Udara | Gusti Ngurah
Rai memiliki panjang landas pacu 3.000m x 45m yang didarati antara lain pesawat udara sejenis A320,
B739, B738, B735, dll. Saat ini bandar udara ini melayani rute yang menghubungkan 22 kota dalam
negeri dan 40 kota di luar negeri. Rencana pengembangan bandar udara telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Perhubungan Rl Nomor KP 651 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional
I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Karena adanya peningkatan signifikan dalam
jumlah pesawat, penumpang, dan kargo, perluasan apron utara menjadi penting untuk memenuhi
kapasitas pesawat yang akan beroperasi [22]. Peningkatan lalu lintas atau jumlah kedatangan di Bandar
Udara | Gusti Ngurah Rai telah menimbulkan kebutuhan baru akan pesawat berukuran lebih besar, yang
dikenal sebagai Wide Body Aircraft [23]. Perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai berdampak pada
area sekitarnya, terutama terkait dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pembangunan
akomodasi wisata di Kabupaten Badung (dampak perl). Tren pergerakan volume kargo di bandar udara
menunjukkan kenaikan secara keseluruhan, sehingga pengembangan terminal kargo domestik menjadi
perlu dilakukan [24].

Berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik tahun 2015-2019 (Gambar 1) dapat
diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara sebesar 2,64% pertahun, penumpang
sebesar 4,61% pertahun, bagasi sebesar 0,3% pertahun, barang/kargo sebesar 39,19% pertahun dan pos
sebesar 215,15% pertahun. Sedangkan berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional tahun
2015 -2019 (Gambar 2) dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara sebesar
9,46% pertahun, penumpang sebesar 12,79% pertahun, bagasi sebesar 11,57% pertahun, barang/kargo
sebesar 57,56% pertahun dan pos sebesar 374,48% pertahun.

52



Mastuti, Nurul Khayana Jurnal Warta Ardhia 2024, 50 (2): 47-60

Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara (dom) Tahun 2015-2019
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Gambar 1. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Tahun 2015-2019
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Gambar 2. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Tahun 2015-2019

3.2. Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki ibu kota provinsi Samarinda, dengan luas wilayah 127.346,92
km?. Wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 daerah kabupaten dan
3 daerah kota. Adapun laju pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi
(Tabel 2) dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 4,77% dengan rata-rata pertumbuhan
tahun 2017-2019 sebesar 3,52% pertahun. Nilai ekspor tahun 2017-2019 rata-rata sebesar 17.357,41 juta
USS$ pertahun sedangkan nilai impor rata-rata sebesar 3.430,46 juta US$ pertahun [18]. Adanya rencana
pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan akan mendorong
diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor-sektor ekonomi non tradisional seperti jasa,
pemerintahan, transportasi, perdagangan, dan pengolahan di Pulau Kalimantan. Tujuannya adalah untuk
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mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu, diharapkan akan terjadi peningkatan
perdagangan antarwilayah, kesempatan kerja yang lebih banyak, pengurangan ketimpangan pendapatan,
serta adanya peluang investasi baru dan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap tingkat nasional.
Dalam strategi pembangunan Wilayah Kalimantan, fokus akan diberikan pada penguatan pusat-pusat
pertumbuhan wilayah, yang salah satunya adalah melalui pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan
Timur.

Tabel 2. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 s.d 2019

Rincian Satuan/Unit 2017 2018 2019
PDRB Harga Berlaku miliar rupiah 591.903,49 636.454,48 653.677,10
PDRB Harga Konstan 2010 miliar rupiah 452.741,91 464.823,49 486.977,18
Laju Pertumbuhan Ekonomi % 3,13 2,67 4,77
PDRB Per Kapita Harga Berlaku juta rupiah 165,22 173,79 175,69
Inflasi Kalimantan % 3,15 3,24 1,66
Ekspor juta/milion US$ 17.532,86 18.356,16 16.183,21

juta ton 229,27 239,04 261,58
Impor juta/milion US$ 3.228,31 4.558,23 2.504,83

juta ton 6,37 6,28 3,05
Sumber : [18]

Dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional,
telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri
dari Zona Industri, Zona Logistik, dan Zona Pengolahan Ekspor. Wilayah Kutai Timur memiliki potensi
dan keunggulan yang signifikan dalam hal geoekonomi dan geostrategis.

Untuk mendukung kebijakan pengembangan logistik nasional di Provinsi Kalimantan Timur,
keberadaan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan yang dikelola oleh PT Angkasa
Pura | (Persero) diharapkan menjadi prasarana pendukung utama dengan panjang landas pacu 2.500m x
45m dan didarati antara lain pesawat udara sejenis A320, B739, B738, dll. Saat ini bandar udara ini
melayani rute yang menghubungkan 20 kota dalam negeri dan 4 kota di luar negeri. Bandar Udara ini
juga ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional untuk pelayanan pesawat udara khusus kargo untuk
mendukung kebijakan Asean Open Sky. Rencana pengembangan bandar udara ini ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 309 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Bandar Udara
Internasional Sepinggan di Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai bandar udara
internasional, Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Internasional Sepinggan
Balikpapan berfungsi sebagai pintu gerbang utama di Kalimantan Timur, yang akan menjadi Ibu Kota
Negara baru dan dianggap strategis untuk pengembangan ekonomi. Kualitas pelayanan dan ketersediaan
fasilitas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepuasan penumpang di
Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Internasional Sepinggan [25]. Fasilitas ruang tunggu di
Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Internasional Sepinggan Balikpapan, seperti tempat
duduk berjarak, sirkulasi udara yang nyaman, kebersihan area, dan pemberitahuan informasi yang akurat,
membuat penumpang merasa puas dengan layanan yang mereka terima. Namun, pemeriksaan keamanan
penerbangan di area pusat masih memerlukan penambahan peralatan pendukung serta petunjuk lengkap
mengenai jalur pemeriksaan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan [26].

Berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik tahun 2015-2019 (Gambar 3) dapat
diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara sebesar (-4,1%) pertahun, penumpang
sebesar (-6,71%) pertahun, bagasi sebesar (-12,07%) pertahun dan barang/kargo sebesar (-3,64%)
pertahun. Sedangkan berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional tahun 2015-2019
(Gambar 4) dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara sebesar (-6,83%)
pertahun, penumpang sebesar (-4,17%) pertahun, bagasi sebesar 4,53% pertahun dan barang/kargo
sebesar (-0,86%) pertahun.
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Gambar 3. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Tahun 2015-2019
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Gambar 4. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Tahun 2015-2019

Selain Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, wilayah ini juga dilayani oleh
Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, yang
merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara. Keberadaan Bandar Udara
APT Pranoto memberikan manfaat ekonomi, termasuk peningkatan pengeluaran dan penciptaan lapangan
kerja yang berkontribusi pada peningkatan PDB daerah setempat. Manfaat non-keuangan mencakup
peningkatan citra positif kota di mana bandara tersebut berada serta memudahkan akses bagi penduduk
di kota-kota sekitar Samarinda, seperti Sangatta dan Bontang, untuk melakukan penerbangan [27]. Saat
ini bandar udara ini memiliki panjang landas pacu 2.250m x 45m didarati pesawat udara sejenis A320,
B738, dll dengan melayani rute yang menghubungkan 9 kota dalam negeri. Rencana Pengembangan
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Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Induk Bandar Udara Samarinda Baru — Samarinda. Kepadatan
kegiatan pelayanan pesawat memiliki dampak besar terhadap operasional kendaraan dan peralatan
Ground Support Equipment (GSE) di bandar udara. Evaluasi berdasarkan persepsi penumpang
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan kepada penumpang yang dilakukan oleh Bandar
Udara APT Pranoto Samarinda dinilai baik atau memuaskan [28].

Berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara tahun 2015-2019 bahwa pada tahun 2019 (Gambar 5)
terjadi perpindahan operasional bandar udara dari Bandar Udara Temindung ke Bandar Udara APT
Pranoto yang kapasitasnya lebih besar sehingga terjadi peningkatan lalu lintas angkutan udara yang
signifikan pada tahun 2019. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan pergerakan pesawat udara tahun 2019
sebesar 247,63%, penumpang sebesar 997,67%, bagasi sebesar 887,16% dan barang/kargo sebesar
226,33%.

Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2015-2019
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Gambar 5. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2015-2019

3.3. Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara memiliki ibu kota provinsi Manado. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara
adalah 13.892,47 km?. Wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 daerah
kabupaten dan 4 daerah kota. Adapun laju pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir (Tabel 3)
mengalami penurunan dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,66% dengan rata-rata
pertumbuhan tahun 2017-2019 sebesar 5,99% pertahun. Nilai ekspor tahun 2017-2019 rata-rata sebesar
904,54 juta US$ pertahun sedangkan nilai impor rata-rata sebesar 189,71 juta US$ pertahun [19].

Dalam upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara, beberapa kebijakan telah
diterapkan, salah satunya adalah Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang merupakan zona
pariwisata yang memiliki potensi dan keunggulan geoekonomi dan geostrategis di wilayah Likupang
Timur. Selain KEK Likupang, juga telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. KEK Bitung
terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki lokasi strategis sebagai gerbang ekonomi menuju
negara-negara di Asia Pasifik. KEK Bitung didukung oleh Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang
berperan sebagai pusat perdagangan di Kawasan Timur Indonesia. Dengan jarak 44 km dari ibukota
Manado, KEK Bitung diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, dan
mendukung sektor logistik di kawasan timur Indonesia. Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi
Sulawesi Utara sebagai pusat logistik utama, berpotensi mendukung program jembatan udara di wilayah
Indonesia timur. Dengan mengatur transit di beberapa kota, diharapkan dapat mengoptimalkan kapasitas
kargo pesawat dan mengurangi biaya transportasi logistik, yang pada akhirnya dapat membantu
mengendalikan harga barang di wilayah Indonesia timur yang seringkali tinggi [15].
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Tabel 3. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 s.d 2019

Rincian Satuan/Unit 2017 2018 2019
PDRB Harga Berlaku triliun rupiah 110,12 119,54 130,20
PDRB Harga Konstan 2010 triliun rupiah 79,48 84,26 89,03
Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,31 6,01 5,66
PDRB Per Kapita Harga Berlaku juta rupiah 44,75 48,12 52,20
Inflasi Kota Manado % 2,44 3,83 3,52
Ekspor juta/milion US$ 972,27 974,06 767,29

juta ton 1,05 1,36
Impor juta/milion US$ 214,96 170,61 183,55

juta ton 268.264 344,941
Wisatawan Asing orang 79,377 122,100 129,587

Sumber : [19]

Untuk mendukung kebijakan super hub di wilayah ini maka pelayanan transportasi udara
diprioritaskan pada pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado. Saat ini Bandar Udara Sam
Ratulangi — Manado dikelola oleh PT Angkasa Pura | (Persero) dengan panjang landas pacu 2.650m x
45m dan didarati pesawat sejenis A320, B739, B738, dll. Saat ini bandar udara ini melayani rute yang
menghubungkan 13 kota dalam negeri dan 6 kota di luar negeri. Bandar udara ini juga merupakan bandar
udara yang ditetapkan dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagai Bandar Udara Internasional
untuk pelayanan pesawat udara khusus kargo untuk mendukung kebijakan Asean Open Sky. Rencana
pengembangan bandar udara ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 154
Tahun 2019 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sam Ratulangi di Kota Manado Provinsi Sulawesi
Utara. Standar pelayanan di Bandara Internasional Sam Ratulangi Kota Manado menunjukkan kualitas
yang baik dari berbagai aspek yang dapat diukur, seperti penampilan, kenyamanan, kemudahan, dan
penggunaan alat bantu yang telah diterapkan [29].

Berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik tahun 2015-2019 (Gambar 6) dapat
diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara sebesar 0,85% pertahun, penumpang
sebesar 0,15% pertahun, bagasi sebesar (-7,52%) pertahun, barang/kargo sebesar 2,88% pertahun dan pos
sebesar (-43,19%) pertahun. Sedangkan berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional
tahun 2015 -2019 (Gambar 7) dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara
sebesar 40,31% pertahun, penumpang sebesar 54,97% pertahun, bagasi sebesar 42,03% pertahun,
barang/kargo sebesar 12,04% pertahun dan pos sebesar 152,5% pertahun.

Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara (dom) Tahun 2015-2019
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Gambar 6. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Tahun 2015-2019
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Gambar 7. Grafik Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Tahun 2015-2019

3.4. Hasil Analisis Potensi dan Kesiapan Bandar Udara

Hasil analisis potensi dan kesiapan bandar udara menunjukkan bahwa pertama, Bandar Udara | Gusti
Ngurah Rai di Bali memiliki kesiapan tinggi, dengan rencana pengembangan yang sudah ditetapkan dan
peningkatan signifikan dalam lalu lintas angkutan udara domestik dan internasional serta didukung
fasilitas bandar udara memadai, dengan landas pacu dan fasilitas apron yang diperluas untuk penanganan
pesawat berbadan lebar (Wide Body Aircraft). Potensi bandar udara ini juga tinggi karena mendukung
pariwisata dan logistik internasional dengan rute yang menghubungkan banyak kota dalam dan luar
negeri. Kedua, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado juga memiliki kesiapan tinggi, dengan rencana
pengembangan yang sudah ditetapkan dan peningkatan signifikan dalam lalu lintas angkutan udara
internasional serta didukung fasilitas bandar udara memadai, dengan landas pacu dan standar pelayanan
yang tinggi. Potensi bandar udara ini juga tinggi, sebagai bandar udara internasional dengan fokus pada
kargo khusus untuk mendukung kebijakan Asean Open Sky. Ketiga, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman di Balikpapan memiliki kesiapan yang cukup tinggi karena meskipun memiliki peran strategis
namun lalu lintas angkutan udara domestik dan internasional menunjukkan penurunan. Fasilitas bandar
udara cukup memadai, dengan landas pacu dan fasilitas penumpang yang baik, namun membutuhkan
peningkatan dalam peralatan keamanan penerbangan. Potensi bandar udara ini cukup tinggi, sebagai
gerbang utama Kalimantan Timur, yang akan menjadi Ibu Kota Negara baru. Keempat, Bandar Udara Aji
Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda memiliki kesiapan yang cukup tinggi dengan peningkatan
signifikan lalu lintas angkutan udara setelah perpindahan operasional dari Temindung. Fasilitas bandar
udara cukup memadai, namun masih dalam tahap pengembangan untuk menangani lalu lintas yang
semakin padat. Potensi bandar udara cukup tinggi dalam mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan
ekonomi lokal di Samarinda dan sekitarnya.

Gambar 8 menyajikan radar chart untuk membandingkan kesiapan dan potensi keempat bandar udara
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan kategori yang digunakan dalam grafik: 1) Kesiapan
(rendah, cukup tinggi, tinggi), 2) Potensi (rendah, cukup tinggi, tinggi), 3) Fasilitas (rendah, cukup
memadai, memadai), dan 4) Lalu Lintas Udara (rendah, meningkat, menurun, stabil).

Adapun grafik radar chart yang membandingkan kesiapan dan potensi keempat bandar udara
berdasarkan kategori kesiapan, potensi, fasilitas, dan lalu lintas udara menunjukkan bahwa Bandar Udara
I Gusti Ngurah Rai dan Bandar Udara Sam Ratulangi memiliki kesiapan dan potensi yang paling tinggi,
sementara dua bandara lainnya memiliki kesiapan yang cukup tinggi tetapi masih memerlukan
peningkatan di beberapa aspek.
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Perbandingan Kesiapan dan Potensi Banda
Potens

Lalu Uintas Udara

Gambar 8. Radar chart kesiapan dan potensi bandar udara

4. Kesimpulan

Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Tatanan Kebandarudaraan Nasional
telah menetapkan hierarki bandar udara sebagai Pengumpul (Hub) dan Pengumpan (Spoke). Konsep
kebijakan super hub transportasi udara di Indonesia tidak hanya terfokus pada bandar udara dan jumlah
penumpang, tetapi juga memperhatikan peran penting dalam mendukung pengembangan kawasan
strategis dengan konektivitas internasional yang kuat dan mendukung rantai pasok logistik nasional.
Sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan penerapan konsep kebijakan super hub transportasi udara
perlu didukung oleh regulasi yang mencakup definisi, ruang lingkup, kegiatan utama, dan rencana
pengembangan super hub di masa depan.

Perencanaan super hub di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Utara
melibatkan kawasan pengembangan ekonomi daerah yang telah memiliki potensi ekonomi yang kuat,
termasuk dalam bidang transportasi udara. Wilayah-wilayah tersebut memenuhi kriteria penting, seperti
melayani kawasan strategis nasional dan internasional, memiliki jaringan pelayanan yang luas, memenuhi
standar fasilitas, dan memiliki potensi untuk menjadi bandar udara super hub. Selain itu, wilayah-wilayah
ini juga melayani angkutan logistik dan penumpang nasional serta internasional.

Hasil analisis potensi dan kesiapan penerapan kebijakan super hub transportasi udara menunjukkan
bahwa Provinsi Bali dengan Bandar Udara | Gusti Ngurah Rai dan Provinsi Sulawesi Utara dengan
Bandar Udara Sam Ratulangi memiliki kesiapan dan potensi tinggi dalam mendukung lalu lintas udara
internasional dan domestik dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sehingga dapat direkomendasikan
untuk penerapan kebijakan super hub di wilayah tersebut. Secara bertahap Provinsi Kalimantan Timur
dengan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung
Pranoto yang juga memiliki kesiapan cukup tinggi dapat diterapkan pada tahap selanjutnya setelah
dilakukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Dengan menggunakan pendekatan yang
lebih inovatif dan holistik, penelitian ini telah menggabungkan faktor kesiapan, potensi, fasilitas, dan lalu
lintas udara dalam satu model analisis yang belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga hasil penelitian
ini dapat digunakan oleh otoritas bandar udara dan pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis data.
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